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Abstract 

Margalaksana Village is one of the villages in Cikakak Subdistrict, Sukabumi Regency which 

has an area of 1,421 Ha, so an administrative map is needed because it has information that is used as 

support in village development planning. The purpose of one of the community service work program 

Real Work Lectures is village mapping as a basis for development planning. The methods used include 

preparation, digitizing village boundaries through Google Earth images, the process of making maps, 

temporary printouts, final printouts, and handover of maps. The community service work program in 

Margalaksana Village, Cikakak District, produces village maps with geospatial information for the 

area. 
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Abstrak 

Desa Margalaksana adalah salah satu desa di Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi yang 

memiliki luas 1.421 Ha, sehingga peta administrasi diperlukan karena memiliki informasi yang 

digunakan sebagai penunjang dalam perencanaan pembangunan desa. Tujuan salah satu program 

Kuliah Kerja Nyata ialah pemetaan desa sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan. Tahapan 

yang digunakan diantaranya persiapan, digitasi batas desa melalui citra google earth, Proses 

pembuatan peta, hasil cetakan sementara, hasil cetakan akhir, dan serah terima peta. Program kerja 

pengabdian masyarakat di Desa Margalaksana, Kecamatan Cikakak, menghasilkan peta desa dengan 

informasi geospasial wilayah tersebut. 
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1. PENDAHULUAN 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah sebuah bentuk intrakulikuler yang merupakan 

implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi menggunakan metode memperkenalkan dan 

memberikan pengalaman bekerja dan belajar mahasiswa   dalam   pemberdayaan masyarakat (Afifah 

et.al, 2021). Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengambil peran dan akses langsung ke masyarakat untuk 

melakukan kegiatan pengabdian memberikan pelayanan dengan mempertimbangkan permasalahan dan 

potensi yang ada di masyarakat. Sehingga akan terjadi sinergitas yang baik antara pihak kampus dengan 

masyarakat, dimana saling membutuhkan dan rasa memiliki satu dengan lainnya. Kegiatan pengabdian 

masyarakat ini salah satunya dilaksanakan untuk membuat sebuah peta Desa Margalaksana di 

Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. 

Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan 

hukum, sedangkan Kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan 

kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota (Hasyim Adnan, 2019). Oleh karena itu sebagai 

bukti kepedulian akan hal ini, maka terdapat Undang-Undang Desa yang memberikan kewenangan 

secara otonom kepada pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan desanya. Masyarakat 

desa lebih sejahtera dengan berbagai program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya desa. Selain 

itu, Pemerintah desa dapat juga melakukan pola peningkatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik
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Desa (BUMDes) yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta melakukan 

berbagai pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan ekonomi desa. Sehingga 

keinginan Desa membangun negeri menjadi terwujud (Yusrianto Kadir et.al, 2018). 

Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen 

masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan 

pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. 

Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan 

wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa 

(Dekki Umamur Ra’is et.al, 2018). 

Salah satu wujud perencananaan Desa ialah dengan adanya peta jalan desa yang membantu 

masyarakat dalam akses transportasi dan akomodasi bagi pembangunan ekonomi sekitarnya. Hal ini 

berdasarkan Badan Informasi Geopasial bahwa Peta Desa adalah peta tematik bersifat dasar yang berisi 

unsur dan informasi batas wilayah,infrastruktur transportasi, toponim, perairan, sarana prasarana, 

penutup lahan dan penggunaan lahan yang disajikan dalam peta citra, peta sarana dan prasarana, serta 

peta penutup lahan dan penggunaan lahan (BIG, 2016). Berkaitan dengan unsur informasi batas wilayah, 

desa harus memiliki batas wilayah yang jelas. Sebab batas merupakan tanda pemisah antara desa yang 

berse-belahan baik berupa batas alam maupun berupa batas buatan. (Permendagri No.45/2016 Pasal 1 

Ayat 6), menunjukkan keberadaan suatu desa,serta merupakan kewe-nangan suatu daerah pada dasarnya 

tidak boleh diselenggarakan me-lampaui batas daerah yang lain dan telah ditetapkan peraturan 

perundang-undangan (Soelistyono et.al, 2014). Setiap peta memiliki fungsi dan tema yang berbeda 

dengan harapan memudahkan pengguna untuk memahami informasi dan potensi desa berbasis spesial. 

Desa Margalaksana merupakan desa yang memiliki luas 1.421 Ha. Wilayahnya masih didominasi oleh 

lahan perkebunan masyarakat dan pemukiman masyarakat, Dapat digunakan sebagai peta administrasi 

tambahan dan fasilitas umum yang dapat digunakan sebagai penunjang Pemerintahan Desa untuk 

melakukan perencanaan pembangunan. 

 
 

2. METODE 

Pelaksanaan pengabdian masyarakat terdiri dari 4 tahapan yaitu: persiapan, peninjauan 

lapangan, digitasi batas desa melalui citra google earth, Proses pembuatan peta, hasil cetakan sementara, 

hasil cetakan akhir, dan serah terima peta. 

Dalam proses Pengukuran GPS memiliki tahapan kegiatan: 

1. Persiapan 

Pertama, Kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan pendataan yang dikoordinasikan dengan 

pihak desa Margalaksa. Kemudian mengenai rencana kerangka kerja jaringan kontrol horizontal 

untuk pengukuran GPS. 

2. Peninjauan Lapangan 

Kedua, kegiatan field review yaitu kegiatan di lapangan yang bisa didapatkan dari Google Earth 

sebelum dipasang untuk menemukan koordinat titik. 

3. Proses Pembuatan Peta 

Pengumpulan data dasar peta (RBI; citra Google earth; dll), Diskusi dan digitasi dalam citra google 

earth bersama kadus/pihak desa, Pembuatan layout peta, Pencetakan dan pembingkaian peta. 

4. Penyerahan Peta kepada pihak desa 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Lokasi Kegiatan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Margalaksana, Kecamatan Cikakak, 

menghasilkan peta desa dengan informasi geospasial wilayah tersebut. Bentuk fakta informasi Meliputi 

batas pengelolaan, jaringan, wilayah perairan, transportasi, sarana dan prasarana. Dampak yang 

diberikan dengan adanya Peta desa yaitu dapat memberi sketsa mengenai tutupan pada lahan desa. 
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Penggunaan lahan pada beberapa titik memiliki kemungkinan terjadinya konversi lahan, sehingga dapat 

dijadikan sebagai penggunaan lahan yang baru. Maka dari itu, pada tahap penyajian peta diperlukan 

diperbarui dari waktu ke waktu untuk mengakomodir kondisi terkini di Desa Margalaksana. Dalam 

rencana pembangunan, Desa Margalaksana perlu mempertimbangkan tutupan lahan yang dapat 

digunakan sebagai bahan analisis wilayah. Hal ini juga dapat digunakan pada tingkat kepadatan desa 

sebagai bahan untuk analisis bagi rencana pembangunan yang berupa fasilitas umum yang tersedia bagi 

masyarakat. 

 

3.2 Peta Lokasi Kegiatan 

Hasil akhir dari kegiatan Kuliah kerja nyata (KKN) ini adalah peta Gambar dengan 

nmemperlihatkan layout Peta informasi geospasial yang ditemukan di Desa Margalaksana. 

menghasilkan peta desa dengan informasi geospasial wilayah tersebut. Bentuk fakta informasi meliputi 

batas wilayah administrasi, transportasi, wilayah perairan, jaringan, sarana dan prasarana. 

 

Gambar 1. Hasil Peta Desa Margalaksana 
 

Gambar 2. Penyerahan Peta Desa Margalaksana
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4. KESIMPULAN 

Program kerja pengabdian pada masyarakat di Desa Margalaksana, Kecamatan Cikakak, 

menghasilkan peta desa dengan informasi geospasial wilayah tersebut. Bentuk fakta informasi Meliputi 

batas pengelolaan, transportasi, jaringan, wilayah perairan serta sarana dan prasarana. Dalam rencana 

pembangunan, Desa Margalaksana perlu mempertimbangkan tutupan lahan yang dapat digunakan 

sebagai bahan analisis wilayah. Hal ini juga dapat digunakan pada tingkat kepadatan desa sebagai bahan 

analisis rencana pembangunan fasilitas umum yang tersedia bagi masyarakat. Hasil akhir dari kegiatan 

Kuliah kerja nyata (KKN) ini adalah peta Gambar dengan memperlihatkan layout peta informasi 

geospasial yang dapat ditemui di Desa Margalaksana. 
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